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R. \'\:C.'l.NG:\N PER.\TlrR.~N DAERAH K:\BjTP"~TEN PRINGSE\\T T£:\TANG 
\Nli(j.~R.\N PENDAPXIA.". D.~N J3EL~?\JA DAERAH TAHUN A0JGGARAN 20] 2 

O:\N RA\!C\;\G.-'\,'\] PER.-\TURAN BUP.-\TI PRINGSE\\U TENTA?\G PENJA,BARAN 
ANGGA,R.'l.l'\ PEt\DAP.\TAN D~N BEL\NJA DAERA,H TAHUN ANGGARAt\ 2012 

GUBERNUR LAi\IPUNG, 

\knimbang : a,	 bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun .211()~ tentang Pernerintahan Daerah. Pasal ..+8 Peraturan 
Pernerintah Nornor 58 Tahun 2n05 tentang Pengelolaan Keuangan 

Oaerah dan Pcsal ] 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelclaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir deugan Peraturan 
i\lentcri Dalarn Negcri Nomor 21 Tahun 2011. Rancangan Peraturan 
Daerah l-.abupaten Pringscwu tcntang Ariggaran Pendapatan dan 
Belania Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan 
Bupaii Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. perlu dievaluasi agar tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum. peraturan penmdang­
undangan yang Iebih tinggi dan peraturan daerah lainnya: 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a perlu menetapkan Kepuiusan Gubernur tentaug Basil Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran 
Pendapatan dan Be lanj a Daerah T ahun Anggaran 2012 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran .\nggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran :::01:::: 

1\ kngi ngat I. Undang-Uadang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan t Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1085 Nomor 
68. Tambahan Lembaran l\egara Republik Indonesia Nornor 
3'- 12) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Lndang Nornor 12 
I'ahun ll)')..j. t l.embaran "\'t'gara Republik Indonesia Tahun 1994 

NOl1101' b:::. Tambahan Lernbaran :-Jegara Republik Indonesia Nornor 
3569 ): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
t l.ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

~~.	 Undang-Undang Nornor 1 Tahun 200..+ tentang Perbendaharaan 
Negara t I ernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 j: 

..L	 Undang-Ludang :\011101' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Penzelolaan dan Tan\!\!lllh'.ja\\ab Keuanzan Necara (Lernbaran

'-	 ,-',,- ......... '- "­

Ne gara Republik Indonesia Tahun 200-+ Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor ..+-+00): 



5.	 Undang-L'ndang Nomor 32 Tahun 200-+ tentanz Pernerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Repllblik Indonesia Tah~n 200-+ Nomor ]25. 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor -+-+37) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denzan Undanz­
Undang ~0l11or 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepublTk 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tarnbahan Lembaran Nezara 
Republik Indonesia Nomor -+8-+-+):	 c­

6.	 Undang-Lndang Nomor 33 Tahun 200-+ tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200-+ Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -+-+38); 

7. l"ndang-(lndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang J\lajelis 
Permusyavvaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rabat Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200Q Nornor 96. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5(25): 

8.	 Undang-l.'ndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nornor 130. Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2009 
Nornor 13(1. Tambahan Lernbaran NegaraRepublik Indonesia Nornor 
50-+C) I: 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2(1)0 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan \Vakil Kepala Daerah ( l.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 21)00 Nomor 210. Tambahan 
Lembaran \iegara Republik Indonesia Nomor -+028): 

10. Peraturan	 Pemerintah Nornor 2-+ Tahun 200-+ tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah r Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200-+ 
Nomor 911. Tambahau Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
-+~ 16. seb.igaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pernerintah Nornor 21 Tahun 2007 (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun ::2007 '\omor -+7. Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor -+ 712): 

II. Peraturan	 Pemerintah Nornor 55 Tahun :2005 tentang Dana 
Perirnbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor 1.3-. Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
-+575): 

]2. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nornor l-lu.Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
-+578): 

13. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan 
Pernbinaan dan Pengawasan Penve lenggaraan Pernerintahan Daerah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165. 
Tambahan LembaranXegara Republik Indonesia Nornor -+5(2): 

1-+.	 Peraturan Pemerinrah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pernerintah. Laporan 
Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inforrnasi Laporan Penyelenggaraan 
Pernerintahan Dacrah kepada :"'lasyamkat ((lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20t17 Nornor 1o Tambahan Lernbaran 
Ncgara Republik Indonesia Nornor -1-693): 



Menetapkan 

15. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pcmerintah, Pernerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737): 

]6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 I0 Nomor 22- Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104): 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25. Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 12:'. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165 ): 

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 20 I0 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah: 

20.	 Peraturan 'vlenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah eli ubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomar 310): 

21.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi R::mcangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah teruang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 36 Tahun 2011. 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2012 (8erita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 311) 

MElvlUTUSKAN: 

KEPIJTUSAi\ GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURl\N DAERAH KABUPATEN PRINGSE\VU 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHlJN ANGGA~.\N 2012 DAN RANCANGAN PERATTJRA.N 

BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERi\.H TAHlJN ANGGARAN 
2012. 



KESATU
 

KEEI\IP:-\ T 

KELII\L\ 

Temblls:m: 

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 
dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan Gubernur ini. 

Bupaii bcrsama DPRD se~eLl melakukan pcnyempurnaan dan 
penyesuaiai terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kahupaten Pringsewu 
ientang A.PBD Tahun Anggaran 20 l2 berdasarkan evaluasi tersebut di 
atas paling lambat -: uujuh i hari terhitung sejak diterimanya Keputusan 
Jl11. 

Dalarn hal Bupati dan DPRD tidak menindaklaniuti hasil evaluasi dan 
tetap menetapkan Ranca.igan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu 
tcntang APBD Tahun Anggaran 20] 2 dan Rancangan Peraturan Bupari 
Pringsewu tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 20] 2 rnenjadi 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakuk an pernbatalan oleh 
Gu bern ur. sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun 
An£gar::m 2(111. 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentanc ~nt:gdr:ll1 

Pendapatan Jan Belanja Daerah Tahun Anggaran 211 1~ dan Rancangan 
Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Anggaran Pendaparan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah diterapkan menjadi 
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran :20 1~ dan Peraturan Bupati 
Pringsewu ientang Penjabaran .~nggar~m Pendapatan Jan Belania Daerah 
Tahun Angg.irun 2012 disampaiLm kepada i'vlenteri Dalam Negeri dan 
Gubernur Lumpung paling lambat ! (tujuh I hari seteluh ditetapkan. 

Keputusan ini rnulai berlaku sejak tauggal .liretapkan dengan ketentuan 
apabila dikernudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini 
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
l~aJ;j tanggal 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

1. \lenteri Dalarn -"jegeri di Jakarta: 
2. Kopala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Lampung eli Bandar Lampung:
 
3 Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu.
 
-t. Inspekiur Provinsi Larnpung di Bandar Larnpung;
 
:' Kcpala Biro Hukuin Sekretari.it Daerah Provinsi Lumpung di Telukbetung. 



L\l\IPIR~N : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NO'\10R 
TANGG.~L : 

HASIL EVALliASI IV\.J'\CA\:GA:-< PERATC'RAN DAERAH KABUP.~TEN PRI0JGSE\HT 
TEl\TANG A1\GGAR:~~ PFND"\PATAN D,~N BEL~NJA DAERAH T,~HUN 

.~\'GG,~RA~ ~OI~ DAN RA'\CANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEV·/U 
TENTA:\:G PL'0JABARAN' ANGGAR.J\N PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TA1-IUN A'\GGAR.J\~ ~012 

1.	 Rencana pernbangunan Kabupaten Pringsewu agar sinergi antara Pernerintah. 
Pernerintah Provinsi dan sesuai dengan RKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 
yan.:' di \qlj udkan dalam bentuk Program dan Kegiatan sesuai kewenangan yang 
berorieniasi melalui stratc zi pernbangunan yang Pro Growth, Pro Job. Pro Poor dan 
Pro Environment. 

1	 Dalam menyusun KU A APBD dan PPAS Pemerintah Kabupaten Pringsewu hams 
berpcdornan pada RKPD Tahun 2012 dan mernperhatikan RKP Tahun 2012. serta 
mernperhatikan Prioritas pernbangunan daerah dan kernampuan keuangan daerah. 

3.	 Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan 
Fisik berpedornan pada Peraturan Presiden Nornor 5-1- Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang 'Jasa Pernerintah. 

-1-.	 Pemerintah Kabupaten I'ringsewu dalam penvampaian Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Insi.msi Pemeriut.ih (L\KIP) 2011 dan Dokumen Peuerapan Kinerja i PK) 
Tahun 201:2 disesuaikan dengan Peraturan \knteri Pendayagunaan Aparatur 
I\egara dan Reformasi Birokrasi Nornor 2lJ Tahun 2010 tentang Pedornan 
Penyusunan Laporan Akuniabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan 
Dokumen Penetapan Kineja (PK). 

II.	 lata Nnskah 
Format penyusunan Rancang.m Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Derah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Peudap.itan dan Belanja Derah disesuaikan dengan Lampiran AXV dan A.XVI 
Peraturun Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

1Il	 PENDAP.\L\\J D.~ERAH 

1.	 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu direncanakan sebesar 
Rp 71h.Q86.!S13.5-J.7.- Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah 
Rp. :21.916.000.000.- Dana Perimbangan Rp. 562.7.+-1-.925.78-1-.- Lain-Lain 
Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 13~.325.687.763.- Mengingat pendapatan daerah 
tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja daerah, Pemerintah Kabupaten 
Pringse\\u hams rnengoptimalkan target pendapatan dimaksud sesuai potensi 
sumber-sumber penerimarn daerah dengan berpedornan pada peraturan perundang­

undangan. 



Pernerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dilarang menganggarkan pendapatan dari 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Undang-undang 
:\omor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ! atau telah 
dibatalkan. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu agar mencabut Peraturan Dearah tentanz 
Pajak Daerah clan Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Undanu-Undang 
Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah. 

1.	 Pernerintah Daerah Kabupaten Pringsewu agar menganggarkan Dana 

Perneliharaan Pulau-Pulau Besar Kecil terluar yang ada di Provinsi Lampung sesuai 

Surat Gubernur Lampun; Nomoi : 900T~66II.0:>2011 Tanggal J 7 November 
2(111. 

Iunjanuan Perumahan kude rekeninc 1.20.1.2001.00.00.5.1.1.01.16 dianggarkan 
sebesar Rp. J X+8.000.00( 1.- pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pingsewu. 

Agar penganggaran untuk Tunjangan Perumahan memperhatikan asas kepatutan, 

ke wai aran dan rasional i:as serta standar harga seternpat yang berlaku di 

Kabupaten Pringsewu sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (.3) Peraturan Pernerintah 

Nornor .3 7 Ta11l111 2005 icntang Perubahan Kedua Peraturan Pcrnerintah Nomor 2..J. 

lahun 200.../ tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pirnpinan dan Anggota 

DPRD. 

~.	 Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis agar di sesuaikan dengan kebutuhan 

nyata yang di dasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, jumlah 

peg~l\\ ai dan \0 Iume pekelj aan serta memperhin.ngkan sisa persediaan barang 
Tahun A..ngg;:mll1 201 ] . 

..J..	 Pcngadaan Kendaraan Dinas/Operasional pada APBD Kabupaten Pringsewu 

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 7.0 () 1.357.500.- agar diJakukan setelah 

mendapat Persetujuan Gubernur dan dalam penganggaran belanja kendaraan dinas 

disatukan pada Sekretariat Daerah terkecuali pengadaan keridaraan 

dinas 'operasi. mal yang bersumber dari dam DAK. apabila pengadaan kendaraan 

dims disetujui oleh Gubernur pelaksanaannya berpedornan kepada Peraturan 

lvlenreri Dalam Negeri Nornor 11 Tahun 2111)7 tentang Perubahan Atas Peraturan 

I\Ienteri Dalam :\egeri Nornor 7 Tahun ~006 tentang Standarisasi Sarana dan 

Prasarana Kerja Pemerintihan Daerah. 

:".	 Pcnvcdiaan kode rekening rincian obyek belanja pada seluruh SKPD antara lain: 

a. 5.2.] .U1.03 rincian obyek Belanja Honorarium PNS Lainnya.
 

b :' .2.].0] .13 rincian obyek Belanja Honorarium Non PNS Lainnya.
 

c. 5.2.~.()3.~:' rincian obyek Belanja Jasa Kantor Lainnya. 

.:\gar nomenklatur rinci.in obyek belanja Lainnya diperjelas penganggarannya 

disesuaikan dengan rinc.an ke giatan diatas serta berpedoman pada Peraturan 

:'\lenteri Dalam ~egeri '';ulllor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan 

Keu.mgan Daerah. 

6.	 Judul Kegiatun pada SKPD antara lain: 

a.	 Kegiatan Pemhuaian Profil Pendidikan Tahun 2011 Kode Rekening 

1.(il.1Jll.01.U2.50 dicll1ggarkan sebesar Rp. 20.()UO.000,-.. Pada Dinas 

PendidiL.ln. 



b.	 Kc'~i~lt~l1l Penerimaan SiS\\~1 Ebru Sekolah I\Icl1cngJh Kejuruan (S~IJ(l 1\egeri 

Tnhun ~lll] k\llk rekening I.U1.]\)]111.17.93 dianggarkan sebesar 

[\.1'· 32.IHHl.UI HI.-. PaJ~! Dinas Pendidil.an. 

c.	 k\lJc' rckening 1.12 1.12.11 1.2611.~ Kegiatan Lomba Kesrak PKK-KB-Kes 

Tingbt Kabupaten Prinusev, u Tahun 2(111 scbesar Rp. :20.000.000.- pada Badan 

Kelu.irua Bercncana Jan Pemberdayaan Perempuan. 

J.	 k\llit' rekening 1.12 1.1 ~.111.26.113ke:;iat:1l1 L0111bJ Kesral: PKl\..-KB-Kes 

Til1gk~1t Kabupaten [)ringsc'\\U Tahun 21111 scbcsar Rp. 20'c)()U,I)(III.-. 

Agar judul kegiatan diatas diperbaiki dan ditata disesuaikan derigan out put 

kegi:lldn tahun anggur.m berkenaan dengan berpedornan pada Peraturan \knteri 

DaLllll "Jecceri \:\'1110r 13 Tahun 2()()6 tentanc Pc'd0111Jn Penuelolaan Ke uanaan 
'-	 ---- '- ' ­

Pc'n; e.liaan ~1I1ggaran kegiatan IXld~1 Dinas Pendidikan : 

a.	 K\:'gi~ltan Bantuan .\Lit Kesenian Sangg:lr .lejama Sccancan Kab. Pringsewu 

K\,de Rekcning J.O I.! Ii I.U 1.1 ".11 sebesar Rr -1-().OUU.IiUU.­

b.	 kC'gialal'i Bantuan UI'crasi\lnal Sanggar Jejama Secancan Kode Rek ening 

I .11] .1.1) i.o 1.1:; .1-1- Jizl!1ggarbn sebesar Rp. 211.000.UOO.-.
 

Kcgiatar: ters.ebut agar disatukan \bb111 r.mgka efisiensi dan efektifitas kegiatan.
 

~1.	 Keui.uan Gelar Seni Bagi :\c~lr:t Pemerintah Daerah Kode Rekening 

]l11.1.111.(11.1)j(1 pada Dinas Pendidikan dianggarkan scbesar 

Rp. (lli.llIlIl.lillll.- terdapat kC1Ck rckenin~ 1.1) 1.1.11 I.U 1.15.16.).2.2.06.(1-1- Beianja 

lc'uk ]CIl\J Dol.ument.tsi dianggarkan sebesar Rp. -1-8.375.000.- (SO.63°o). 

b. Penvelenguaraan I--:.K(, \ICi\lP ~IKPS k\lde rekening 1.01.1.01.01.211.28 pada 

Dinas Pendidil.an di~111;sark~m sebesar R),. 17)337.5011.- terdapat rincian obyek 

belanin Honor.uiun Panitia Pelaksana Kegiatan kode rekening 

].111.1.111.111.211.28 ..';.:2 i.m.«. di~l1lgg~lrk:l1l sebcsar RI'. 171.525.f)()0.-1C)7.S:2°o). 

c.	 I":'c!:,-i~lt~lll Koordinusi dan Fasilitasi Pen; usunan Pernanfaatan Ruang Lintas 

[":'~lbllpat",n kC1Ll palL! Dinas Pekerjaan l.'mum kode rekening 10:; I.W.Ol.1 fi.OS 

\kllJggclrk~l1l sd,cs~lr Rp. S2Q.6()().\HlIL- terdapai riucian obyek Belanja :\l\,dal 

Pcnuadaan Kon-r.ruksi l)emb~1l1gumn GSB kode rekening 

1.11) 1.1)3.111.1 ll.()S).2 3.2ll2lJ di~lIlggark:l1l sebesar Rp.7)0.000.OOO.-. 

d.	 kcgi~1Un Susi~tlis~1Si clan Koordin.isi Peningkatan Pcrizinan kode rekcning 
1.1 (1 1.1 (1.18.1 I pad a 1\..:1.11tur Pelayauan Perizinan Terpadu diJnggarbn sebcsar 

Rl1 75.720.())1l.- terdapat rincian \,h;ek belnnja kode rekening 

1.1().I.lil.18.JJ.5.2.3.~I.I)1 Belanja lvlodal Pengadaan Rarnbu-rambu Lalu 

Limas "c'he~<1r Rp. )II.IJII() (I!IU.- 16hJl3 u n l . 

c.	 Ket'ial~lIl Optimalisa si Pajak Daerah kode rekening 1.20.1.20.13.·U.11 

d i~lll~gal'k~ln sebesar F p. 2(1).11011 (Ion.- pada Dinas Pend apatan terdapat rincian 

lib) ck LJcICl11.i~l : 

1 I Honorarium P'mitia Pelaksana Kegiatan kode rekening 

1.21).1.~Ci.13.-1-3.ll )~.l.()l.()l dianggarkan sebesar Rp. 36.600.000.-. 



2)	 Honorarium Tcnaga AhliInstruktur/Narasumber kode rekening 
1..20 1..20.13.-1-3.11.5.2.1.02.03 dianggarkan sebesar Rp. 158.96.+.000.. -. 

Agar Kegiatan tersebut diatas huruf a sarnpai dengan e disesuaikan antara 
Judul kegiatan dan rincian obyek belanja. sesuai dengan ketentuan Peraturan 
;\knteri Dalam Neceri Nomor 13 Tahun .2006 tentanu Pedoman Penzelolaan 

~	 ~ ~ 

Keuangan Daerah dan kegiatan pada huruf eagar disesuaikan dengan 
kewenangan. 

r.	 Kegiatan penyediaan Jasa Kornunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik kode 
rekening 1.0.2.1.0.2.01.0 1..21i pada Dims Kesehatau dianggarkan sebesar 
Rp . .26.250.00(l.- terdapat rincian obyek belania : 

1) Honorarium Punitia Pelaksana Kegiatan kode rekeninz
'=' 

I.U2.1,r12.01,rJl.20.5.2.1.Ul.Ol sebesar Rp. 3.0UO.000.-. 

21	 Belanja Alat listrik dan Elektronik kode rekening 

1.02.1.(J.2.01.()1..~().:=;..2.2.U1.03 sebesar Rp. 3.33-1-.000.-. 

31	 Belanja ;\lodd Pengadaan Printer kode rekening 
1.02.1.fJ2.01 .IJl ..2o.:' ..2.3.1.2.0-1- sebesar Rp. 1.-1-00.000.-. 

\g8r beiania tersebut diatas ditata kernbali disesuaikan dengan judul kegiatan. 

r r Keuiaran Pengadaan l'erlengkapan Gedung Kantor pada Dinas Kependudukan 
dan Pencntatan Sipi l kode rekening 1.1 a.1.1 0.0 1.0.2 dianggarkan sebesar 
Rp. 22.5(1()JIOU.- terdapat rincian obyel, belania : 

1) BeLmja ;\loda! Pengadaan l\ksin Til kode rekening 

1.10. I.1 o.o 1.112.523.1 (l.01 dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.-. 

2) Belanja \loJal Pengadaan Kornputer Note Book kode rekening 

1.1 O.l.1 OJ) 1.02.5.2 3.12.0~ dianggarkan sebesar Rp . .20.000.000.-. 

Ag~lr penganggaran belanja huruf g tersebut diatas ditata pacta kegiatan 
pengadaan peralatan gcdung Kantor. 

C)	 Kegiatan Evaluasi Rancangan Tara Ruaug Wilayah pada Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah kode rekening 1.06.1.06.01.29.02 dianggarkan sebesar 
Rp. 150.000.(100.­

.\g~1r kegiatan tersebut diatas ditata kembali dikarenakan Peraturan Daerah Tata 
Ruang baru ditetapkan. 

11). Penvediaan ~l11ggaran bel.inja padu Bagian Tara Pernerintahan Sekretariat Daerah: 

Program Pcmbangunan Wilayah Kecamatan kode rekening ] .20.1.20.0-1-.-1-6 
dianggark:::m sebesar Rp. 115.nl.C125.- rerdapat Kegiatan Evaluasi Daerah Otonorni 
Baru kode rekcning 1.20 1.20.0-1-.-1-6,rJ2 dianggurkan sebesar Rp. -1-0.000.000.-. 

Ag~lr kcgiatan terscbut diatas ditara kembali dan disesuaikan dengan program yang 
ditet.ipkan. 

11. Penvediaan anggaran bel.mj« kcgiatan dim rincian obyek belanja antara lain: 

.i.	 Kegia!an Penyusunan Rancnngan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaun .. \PBD:ahlln 2011 pada Bagian Kcuangan (SKPD) Sekretariat 
Daerah dianggarkan sebesar Rp, 31o.oon.ooo.-. 

b. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	 Peraturan Perundang-undangan pada 
Sekretariat DPRD Lode rekening 1..20.1 ..20.12.01.15 dianggarkan sebesar 
Rp. 81 7 .8C) C) .8UO.- terdapai rincian obyek Belanja Surat Kabar/Majalah kode 
rekening 1.2U.l.20.12 I) 1.15.5.2.2.03.05 sebesar Rp. 807.150.000.-. 



c. Kegiatan	 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 
Dinas/Operasional pacta Sekretariat DPRD kode rekening 1.20.1.20.12.01.23 
dianggarkan sebesar Rp. 561.000.001).- terdapat kode rekening 
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.02.09 Rincian obyek Belanja Bahan/Suku Cadang Non 
Kendaraan sebesarRp. 518,350.000.-. 

Pcnganggaran kegiatan dan rincian obyek belania huruf a sampai dengan c 
tersebut diatas agar dilakukan efisiensi dan disesuaikan dengan azas kewajaran 
dan kepatutan. Hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan 
yang lebih bermanfaat bagi masyarakat pada bidang kesehatan. 

d. Penyediuan anggarun	 belanja Perjalanan Dinas pada kegiatan di Sekretariat 

DPRD. ierdapat rincian obvek belanja Perialanan Dinas Luar Daerah 

•..20.1..211.1.2.15.06.5 ..2 ..2.150.2 dianggarkan sebesar Rp. J.I-4C).7S000(1.- pada 
Kc:giatan Kunjunuan Kerja Pimpinan dan ;-'\.ngg(lt~l DPRD. 

Agar periganggaran Be lanja Perjalanan Din.is Luar Daerah diatas pada Kegiatan 
Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD cukup sebesar 
Rp. 2.149.780.000.-. Basil efisiensi sebesar Rp1.000.ooo.ono.-. Di~1lihkan dan 
ditata umuk infrastruktur jalan. 

GUBERNUR LAMPUNG 

ttd 

S.JACHROEDIN Z.P. 


